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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan doktrin atau teori-teori pertanggungjawaban 

pidana korporasi maka bagi penegak hukum di Indonesia 

seharusnya tidak ada permasalahan hukum lagi untuk mengajukan 

suatu korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia, sejauh hal itu dibenarkan oleh undang-

undang (misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi). 

Cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau 

pegawai korporasi itu dalam lalu lintas kehidupan-bermasyarakat 

berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Kesalahan 

(dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai kesalahan 

korporasi. 

2. Mengingat peranan korporasi perbankan sebagai pemberi kerja, 

maka penerapan sanksi, khususnya penutupan perusahaan, terhadap 

korporasi harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati. 

bahwa dampak pemberian sanksi terhadap korporasi dapat 

menimpa pada orang-orang yang tidak berdosa, seperti karyawan, 

konsumen, pemegang saham, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila 
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tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai negara 

dipertimbangkan untuk menerapkan denda dan pengumuman 

keputusan hakim (adverse publicity) sebagai sanksi atas biaya 

korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang 

mempunyai financial impacts, tetapi juga mempunyai non-

financial impacts 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat 

dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Harus diatur secara rinci dalam RUU KUHP tentang kategori atau  

macam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi untuk 

dimintakan pertangungjawaban pidana. 

2. Kepada pelaku tindak pidana mereka juga harus bertanggung 

jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, 

karena itu perlu ada tambahan pasal di dalam Paragraf 6 Bagian II 

Buku I RUU KUHP Pasal 49, untuk menegaskan hal ini. 
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